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AENAAN KONSEP “ANGKUTAN UMUM"”
L MODA TRANSPORTASI OJEK BERMOTOR
nia dan Imelda Martinelli?

ABSTRAK

. ==n ojek bermotor online versus ojek konvensional menuju perdebatan tentang apakah
sakan moda transportasi atau bukan. Dengan demikian diskursus tentang “umum”
w=rminologi “angkutan umum” ini menarik dijadikan fokus perhatian dalam tulisan
= sejumlah tolok ukur untuk memastikan tentang terpenuhinya kriteria umum pada
= ojek sebagai angkutan umum ini, yang sebagian berangkat dari sudut pandang filsafat
we= Salah satu dari tolok ukur ini berkenaan dengan siapa pihak yang harus dilindungi.

+=2n ini menunjukkan bahwa ojek merupakan angkutan umum yang sifatnya informal.
<ar itu, maka subyek-subyek yang terlibat dalam jasa ojek perlu adanya perlindungan
Hondisi ini perlu mendapatkan perhatian karena dalam kenyataannya ojek merupakan
2o umum yang diminati masyarakat, dengan alasan bahwa, pertama: ojek merupakan
=n umum. Ke-dua, ojek merupakan angkutan umum yang dapat memberikan pelayanan
p memuaskan karena dapat melayani secara door to door. Namun disisi lain, ojek juga
=asuk ke jalan-jalan yang tidak bisa terakses oleh moda transportasi pada umumnya,
=== standard keamanannya juga berbeda, lepas dari pengawasan otoritas negara.

mmci: angkutan umum, moda transportasi umum, kepentingan umum, ojek bermotor.

% BELAKANG

Mulai tahun 2015 di Indonesia terutama di kota-kota besar seperti di wilayah DKI
== sudah marak dengan keberadaan jasa transportasi berbasis aplikasi merupakan sebuah
=an akibat ketidakmampuan pemerintah menyediakan moda transportasi berbiaya
cepat, dan praktis.

Kehadiran moda transportasi umum berbasis aplikasi menjadi polemik lantaran tidak
payung hukum yang spesifik yang mengatur tentang bisnis ini. Tak adanya regulasi yang
s=atur usaha ini, jelas menimbulkan persoalan hukum tersendiri baik bagi perusahaan,
w==mudi, bahkan konsumen. (Forum Keadilan, 03 April 2016)

Go-jek, perusahaan yang menyediakan jasa ojek online termasuk angkutan informal
san merupakan angkutan umum dan belum mematuhi peraturan perundang-undangan Lalu

s yaitu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
ran Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, Keputusan
=ri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di
cdengan Kendaraan Umum, dan Surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat
or 653/A].202/DRJD/2001 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Angkutan Sewa.
==ai contoh transportasi berbasis online belum membuat badan hukum koperasi, proses
Husi, uji KIR, dan pajak sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

‘== Kurnia dan Imelda Martinelli, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, lakarta. Corespondence
zddress: idah@fh.untarac.id dan imeldam@fh.untar.ac.id
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Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 200%
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pengertian angkutan adalah perpindahan orams
dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruanss
lalu lintas jalan.

Selain peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, dasar hukum angkut=s
umum juga banyak diatur melalui peraturan daerah di masing-masing wilayah. Pengertias
kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakas
oleh umum dengan dipungut biaya (Pasal 1 angka (9)) Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor &
Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dilanjutkan dengan Penjelasan Umum Pasal 29 ayat [T
huruf C Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum babws
. “ yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan adalah sarana angkus
berupa ojek sepeda dan sepeda motor serta kendaraan roda 4 (empat) berplat hitam
dioperasikan”.

Mengingat adanya dua model moda transportasi umum angkutan konvensional
tumbuh secara tidak bersamaan di tengah-tengah masyarakat yang berbasis teknologi, di
sisi ada diskursus mempersoalkan kepentingan umum/kepentingan publik dan di sisi
lain mengenai angkutan wmum sebagai hak setiap orang untuk mencari nafkah.

Di sini terlihat ada unsur “kepentingan” menjadi penting untuk dipakai sebagai p:
analisis. Dengan menggunakan taksonomi kepentingan dari Roscoe Pound, dapat dila
penelaahan tentang siapa yang bertanggung jawab menjalankan kepentingan umum
pengadaan angkutan umum dan sampai pada batas-batas mana terjadi kompromi an
kepentingan individual, publik, dan dalam konteks moda transportasi umum.

TEORI KEPENTINGAN

Pemerintah ikut berperan dalam memfasilitasi kendaraan umum yang dijalankan
pengusaha swasta dengan mengikuti berbagai macam peraturan-peraturan yang diam
oleh undang-undang, terlepas apakah itu merupakan angkutan umum, angkutan informal,
hakikatnya merupakan angkutan yang mengaksentualisasikan kepentingan. Dalam kons
inilah teori kepentingan dari Roscoe Pound dapat digunakan sebagai alat bantu analisis.

Teori Roscoe Pound yang dapat disebut taksonomi kepentingan ini, termasuk kate,
teori klasik. [a membedakan kepentingan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) kepentingss
individual, (2) kepentingan publik, dan (3) kepentingan sosial. Kelompok kepentingan pertams
berada dalam lingkup kepentingan ke-dua, dan pada akhirnya kedua kelompok terseb=:
berada dalam koridor kepentingan terakhir. Di mata Pound, hukum harus berperan unt=t
menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling berkompetisi di dalam masyaraka:
guna mencapai keuntungan terbesar (balancing of competing interest within the society for
the greatest benefit). Pound (1943: 1-39; juga dalam

Mahajan, 2006: 634) menjelaskan ketiganya sebagai berikut:

1. Individual interests: These are claims or demands involved from the stand point of the
individual life which consists of interest of personality, interest in domestic relations
and interest of substance.

2, Public interest: These are the claims or desires asserted by the individual from
the stand point of political life which means every individual in a society has a
responsibility towards each other and to make the use of things which are open to
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public use.

3. Social interest: These are the claims or demands in terms of social life which means to
fulfill all the needs of a society as a whole for the proper functioning and maintenance
of it.

Roscoe Pound mempersoalkan perlunya hukum dalam menjaga keseimbangan
antar-kepentingan, namun ia tampaknya tidak berminat mengelaborasi lebih jauh perkara
penyeimbangan tersebut karena menyerahkannya kepada tugas pengemban hukum (negara)
s=ntuk menjalankannya. Itulah sebabnya, ia memberi uraian penyeimbangan itu di antara
“e=pentingan individual dan kepentingan sosial. Kepentingan publik adalah kepentingan yang
Ziemban oleh negara, baik sebagai subjek hukum maupun sebagai penjaga kepentingan sosial.
Mengenai ini Hampstead (1972: 347) menulis:

Pound does not give much detailed attention to the way one conflicting interest is to be
compared with another, but he does indicate that if such an interest is stated in its social
aspect then so, too, must the other interest, for otherwise there will be a built-in bias in
favor of the social as against the private view.

Dzlam kepentingan individual ini terdapatkepentingan personalitas, yang mencakup kebutuhan
Ssikmanusia, kebebasan berkehendak, sertakehormatan dan reputasi. Kepentingan berikutnya
“alam kelompok kepentingan individual ini berkenaan dengan kebutuhan dalam hubungan di
=2alam keluarga (domestic relations), yang terdiri dari orang tua, anak-anak, suami, dan isteri.
Zaru kemudian ada kepentingan yang berkaitan dengan kebutuhan harta benda (interest of
substance), seperti kepemilikan kekayaan (property), kebebasan mengikat kontrak, kebebasan
serkontrak (freedom of industry and contract), kebebasan berserikat (freedom of association),
Zan Kebebasan untuk terus bekerja (continuity of employment). Pada sudut yang paling luas
2da kepentingan sosial, yang mencakup kepentingan untuk perlindungan keamanan umum
_general security), keamanan lembaga-lembaga sosial (security of social institutions), moral
wmum (general morals), konservasi sumber daya sosial (conservation of social resources), dan
w=hidupan individu (individual life).

Penempatan kepentingan untuk melindungi kehidupan individu di bawah kelompok
tepentingan sosial memperlihatkan filosofi berpikir Pound yang menjunjung tinggi
‘mdividualisme ala Amerika di awal abad ke-20, yang oleh Verhelle (1958: 10) disebut sebagai
=xaggerated individualism. Kepentingan publik yang ada padalevel tengah dapat dibaca sebagai

- kepentingan negara (public interest is state interest). Penyamaan istilah demikian sebenarnya
terbilang tidak lazim di dalam diskursus hukum (lihat misalnya Spilsbury, 1998: 73). Dengan
Zemikian, kepentingan individual pada lingkup terkecil akan juga dipertahankan secara
“losofis ke dalam linglkup terluas sebagai perlindungan atas kehidupan individual di ranah
sosial. Kebebasan individu untuk beragama (atau tidak beragama), misalnya, adalah contoh
w=hidupan individual yang harus menjadi bagian dari kepentingan sosial (lihat juga Nobleman,
1961: 179-199).
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SOCIAL INTEREST

Pound lalu memperkenalkan konsep penyeimbangan yang disebutnya sebagai jura’
postulates. Konsep ini lebih berfungsi untuk menetapkan prioritas apabila ada benturan antara
kepentingan individual dan kepentingan sosial. Pound (2000a: 328-331) menegaskan bahwa
jika anda adalah individu yang ingin hidup dalam masyarakat yang beradab (civilized society).
dipastikan anda akan menerima postulat-postulat berikut: (Redaksi dari postulat ini berbeda
dengan rumusan asli dalam tulisan Pound dan ditranslasi secara bebas).

1.

Tidak boleh seorangpun boleh dengan semena-mena menyerang kepentinganmsz
(misalnya menghina dan menghasut).

Setiap orang harus berhati-hati untuk tidak boleh sampai berisiko melukai dirimu
(misalnya lalai dan ceroboh).

. Kamu boleh memiliki apa yang telah kamu upayakan, termasuk berhak menikmat:

benda yang sudah dilepas haknya oleh pemilik semula.
Setiap orang yang kamu ajak berinteraksi wajib menjalaninya dengan itikad baik.

Kamu harus menjaga harta bendamu dalam pengawasan, sehingga benda-benda
itu tidak boleh sampai membahayakan orang lain.

Setiap orang wajib mendapatkan keamanan pekerjaan (security as a job holder)
sebagaimana dijamin dengan hukum perburuhan dan hukum perjanjian.

Masyarakat wajib mendukung program-program yang mendukung para manula
(seperti pengurangan pajak dan diskon tiket).
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8. Masyarakat wajib memberi fasilitas bagi para penyandang cacat (misalnya dengan
memberikan mereka kuota di institusi pendidikan atau saat mereka melakukan
perjalanan).

Tampaknya Pound tidak terlalu sistematis tatkala menyajikan postulat-
postulat tersebut karena ia melakukannya untuk memberi petunjuk bagi
para pembentuk undang-undang dan hakim dalam melakukan fungsi “social
engineering” yang diintroduksinya. Lima postulat pertama disampaikannya
pada tahun 1919, dan tiga postulat terakhir ditambahkan pada sekitar tahun
1942, (Shidarta dan Imelda Martinelli, 2014: 5-9).

ANALISIS

Dengan menggunakan kerangka berpikir teori Pound di atas, dapat dilakukan analisis
225 isu yang diangkat dalam tulisan ini. Go-jek sebagai transportasi online atau investasi
Zapat dikatakan sedang menjalankan fungsi “a state as a juristic person”, tetapi disalurkannya
&= penguatan kepentingan individual. Padahal, dalam konteks ini, Go-jek sebagai angkutan
wmum informal yang memanfaatkan ruang-ruang publik, jalur perizinan angkutan umum dan
~ s=pentingan umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “umum” berarti pertama, mengenai
s=luruhnya atau semuanya; secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu)
<2 2 dan kedua, berarti untuk orang banyak; (untuk orang) siapa saja. (Kamus Besar Bahasa
‘=donesia, 1995: 1103) Terminologi angkutan adalah barang-barang (orang-orang dan
s=bagainya) yang diangkut dan cara mengangkut. Atau dengan kata lain angkutan umum
wdalah usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat
%= tempat lain, Beberapa aturan yang terkait dengan angkutan umum secara langsung dan
=usplisit memberikan definisi tentang angkutan umum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun2009
“e=mtang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa angkutan adalah perpindahan
wrang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di
ruang Lalu Lintas Jalan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995: 45)

Definisi pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban

“mum, lebih luas dari angkutan. Dalam Perda disebutkan kendaraan umum bahwa setiap

“e=ndaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut

n. Posisi peraturan-peraturan tersebut di atas saling berkaitan dan melengkapi antara

seavebutan angkutan dan kendaraan umum, dapat ditemukan pada Penjelasan Umum Pasal 1
=zt (6) Perda yang menyatakan “... angkutan umum ..",

Dalam praktik peraturan-peraturan tersebut di atas bersinggungan satu dengan yang
‘an antara angkutan umum konvensional dan angkutan umum berbasis online di masyarakat.
Amgkutan umum informal mengiklan diri dan menyebut-nyebutkan perusahaannya serta
“=berhasilannya berbasis teknologi yang menghubungkan antara pemilik kendaraan dengan
customer via teknologi atau aplikasi smartphone, sebagai contoh misalnya Go-jek adalah
amgkutan dengan biaya murah, dapat mengantar orang dan barang (jasa kurir instan) serta
Belanja.

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan
=engkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh
sukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-
w=cilnya. Pengorganisasian, kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan
melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan,
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perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara
membatasi kepentingan di lain pihak.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu
kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian
kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya
Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dengan demikian tidak setiap
kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertents
saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Kekuasaan ini tercermin dalam
peraturan hukum publik yang bersifat memaksa dan bertujuan untuk melindungi kepentingas
umum. (Sudikno, 2012: 40-41).

Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya karena ia dilindung:
oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya. Hak tidak hanya mengandung
unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan kehendak. (Satjipto Rahardjo, 2014: 305
Berarti kata “hak” dan “kepentingan” diletakkan secara bersandingan, namun kedua kat=
tersebut perlu diberikan penjelasan bahwa dalam setiap hak selalu tercantum kepentingas
namun tidak semua kepentingan merupakan hak. (Shidarta, 2010: 351-353).

Masalah kepentingan umum, negara bertindak sebagai fasilitator dalam kehidup==
berbangsa dan dalam melaksanakan fungsinya tersebut diperlukan aturan-aturan hukus '
Aturan-aturan hukum itu mungkin saja diadopsi dari praktik-praktik dalam pergaulas
masyarakat. Aturan-aturan itulah yang diciptakan oleh organisasi negara dalam melaksanakas
fungsinya. Hal ini merupakan alasan ontologism eksistensi hukum publik. Alasan ke-duz
adalah mengenai hubungan yang diaturnya. Hukum melayani bermacam-macam kepentingas
Kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum dapat dibedakan antara kepentinga=
umum dan kepentingan khusus. Kepentingan umum berkaitan dengan kebersamaan dala=
hidup bermasyarakat. Penguasa melalui hukum publik harus memelihara kepentingan umus
Kepentingan umum adalah kepentingan politik yang berkaitan dengan negara (Peter Mahmus
Marzuki, 2014: 181-182).

Dalam hubungan antara negara dan individu terdapat hubungan-hubungan bersi&
politis, sosial, dan administratif. Hubungan yang bersifat politis adalah hubungan antas=
individu dan negara yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, Hubungas
yang bersifat adalah hubungan antara negara dan individu dalam rangka mempertahankas
ketertiban umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun hubungan yams
bersifat administratif adalah hubungan anatara negara dan individu dalam rangka individs
melakukan tindakan yang memerlukan persetujuan dari negara karena apa yang dilakuka=m
itu berkaitan dengan pemeliharaan kepentingan umum, seperti perizinan. Hubungan yarg
bersifat administratif dapat juga berarti sebaliknya, yaitu negara menetapkan kewajibas
kepada individu untuk melakukan sesuatu demi pemeliharaan kepentingan umum, seperc
pembayaran pajak. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 198).

Dengan demikian, negara dibebani untuk mempertahankan aturan tertentu selals
dikaitkan dengan kepentingan yang dilindunginya, yaitu kepentingan umum dalam pengadaas
angkutan umum. Negara memerankan dua fungsi pengusung kepentingan sekaligus, yans
oleh Pound disebut sebagai “interest of the state as a juristic person” dan “interest of the stat=
as guardian of social interest”. Kedua fungsi pengusung kepentingan ini tidak boleh saling
meniadakan (menegasikan).

Dalam konteks sebagai “guardian of social interest” pemerintah sebagai pejabat publi®
harus melayani semua anggota masyarakat secara adil dan tidak memihak. Pejabat publi&
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harus beritikad baik ketika berinteraksi dengan anggota-anggota masyarakatnya. Pemerintah
harus siap dengan persaingan usaha transportasi konvensional dan berbasis online [ investor
asing atau investor dalam negeri) Posisi pemerintah sebagai pejabat publik akan diperlukan
untuk menjadi pengambil keputusan yang oleh Pound disebut sebagai “the greatest benefit”
bagi masyarakat. Jadi, andaikata terjadi persaingan transportasi antara dua kompetitor yang
meminta sang pejabat publikitu menjadi mediator, pejabat ini sangat mungkin akan mengalami
benturan kepentingan. Selain itu juga melayani kepentingan sosial sebagai “guardian of social
interest” adalah suatu upaya mempertahankan kepentingan sosial, bukan ke kepentingan
individual.

Pergulatan etis ini bisa juga dilekatkan pada pejabat publik yang beriklan politik
melalui tayangan iklan-iklan layanan masyarakat. Sudah menjadi rahasia umum, pada saat-
saat menjelang pemilihan suatu jabatan publik, para calon yang kebetulan menjabat sebagai
pembina atau pengurus suatu organisasi akan memanfaatkan status mereka tersebut dengan
cara beriklan di ruangruang publik. Apa yang dilakukan oleh Prabowo Subianto tatkala
mempromosikan susu sebagai minuman sehat dengan dalih sebagai Ketua HKTI, adalah salah
satu contoh.

Sama halnya dengan iklan niaga, semua bentuk di luar itu, apakah harus disebut
sebagai iklan layanan masyarakat, iklan pamong, dan/atau iklan politik, apabila dikemas
secara kamuflase dengan itikad buruk untuk menggapai kepentingan individual, harus ditolak
dan dipandang sebagai komersialisasi jabatan publik. Tolok ukur untuk itu dapat dicermati
dari ada tidaknya rel.

Kepentingan sosial di bawah fungsi negara sebagai “guardian of social interest,” telah
disampaikan oleh Pound dengan membuat kategori tersendiri di dalam kelompok kepentingan
sosial. la memberi nama kelompok kepentingan ini sebagai “social interest in general progress’.
Rincian dari kemajuan umum itu mencakup bidang-bidang: (1) ekonomi (kebebasan menikmati
dan mengalihkan harta kekayaan, kebebasan perdagangan, kebebasan industri, kebebasan
berinvensi untuk dilindungi paten), (2) politik (kebebasan bersuara dan berserikat), dan (3)
budaya (kebebasan dalam ilmu pengetahuan dan seni, kebebasan mempromeosikan pendidikan
dan pengajaran). Artinya, para pejabat publik boleh mengangkat isu apa saja sejauh secara
ielas bersinggungan langsung dengan kemajuan umum di atas.

Sebaliknya, iklan-iklan yang dibuat oleh pemegang jabatan publik atau mereka yang
berminat menduduki jabatan publik dengan memposisikan jabatannya itu sebagai “guardian
of social interest” adalah suatu upaya yang layak diapresiasi. Pejabat publik seperti ini
biasanya akan mengambil titik berdiri yang menghadap ke arah kepentingan sosial, bukan ke
kepentingan individual.

Seperti dinyatakan oleh Pound (2000: 503 et al.), pada era modern negara sudah
sangat memadai bergerak melindungi kepentingan individu, sehingga selanjutnya harus lebih
mengarah ke kepentingan sosial. Di sini jenis kepentingan yang disebutnya dengan “social
interest in conservation of social resources” menjadi signifikan dijalankan oleh negara. Hal ini
masuk akal karena keterbatasan sumber-sumber daya sosial akan berpengaruh pada warga
negara yang menjadi generasi-generasi berikutnya.

Dengan demikian postulat-postulat baru pada akhirnya harus dibangun untuk
menyempurnakan pemikiran Pound terkait taksonomi kepentingan ini. Pertama, hukum
harus menjamin agar setiap pejabat publik sungguh-sungguh membuka diri atas harta
kekayaan pribadinya sebelum dan selama menduduki suatu jabatan publik agar posisi derajat
kepentingan individualnya dapat selalu terpantau. Ke-dua, setiap pejabat publik harus terjaga
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agar koridor kepentingan primordial yang mengelilinginya tidak sampai mengintervensi
keputusannya dalam mengambil kebijakan negara. Ke-tiga, pejabat publik terhalang dari
upaya memanfaatkan jabatan yang disandangnya untuk dimanfaatkan oleh pihak eksternal
demi kepentingan bisnis secara sempit, yang tidak mengacu pada “general progress in society

PENUTUP

Negara mempunyai kewajiban bertindak di masyarakat untuk menjaga keseimbangan
dan mengamankan fasilitas publik. Sebagai contoh, angkutan umum adalah bagian darn
kepentingan umum, tidak hanya perlindungan kepentingan individu tetapi juga keberadaan
kepentingan sosial terjaga.

a Negara perlu membuat terobosan-terobosan dalam kebijakan-kebijakan hukum
dengan kekuasaan publik terhadap angkutan umum berbasis aplikasi online sehingga
pemerintah dapat menguasai dan mengendalikan mekanisme pasar. Di sinilah negara berperan
untuk menyediakan moda transportasi berbiaya murah, cepat, dan aman.
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